Perpustakaan Unik

PRASETYA
ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

PERATURAN DAERAH .
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
. JAWA TENGAH-— 5 B
NOMOR 16 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pe-
' " nvelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
secara berdaya-guna dan berhasil-guna. khususnyva
yvang menvangkut Pariwisata di Jawa Tengah. maka
perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan
Orgpanisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisaia Pro-

pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah:

b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No-
mor 5 Tahun 1974 yo Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang
perlu menetapkan Susupan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tersebut dengan Peraturan Daerah.

[

. Undang-undang Nomor 5 Tahun {974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah:

Menetapkan :

1J

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah:

/I
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ten-
tang Penverahan sebagian Urusan Pemerintahan
dalam bidang Kepariwisataan Lepada Pemerintah
Daerah ‘Tingkat I:

4. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan

" Menteri Dalam Negeri Nomor Km. 292/Hk.205/-—
Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Keten-
tuan pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pe- ..

~ . merintahan "dalam -bidang Kepariwisataan kepada
Daerah Tingkat 1o

Ta2
.

g5 i

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah:

6. Ke'put-fis-an-Menteﬁ Dalam Negeri Nomor 362 Ta-
hun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Dae-
rah dan Wilayvah:

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Ta-
hun 1977 tentang Susunan Organisast dan Tata
Kerja Dinas Daerah. ; '

Dengan persetuluan Dewan Perwakilan Rakyat Dae- '-
' .rah Propinsi. Daerah. Tingkat 1 Jawa Tengah.

= MEMUTUSKAN ‘.'

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH TENTANG PEM-
BENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TA-
TA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINS!
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

" Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Ting-
Kai | lawa Tengah:
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b. Pemerintah Daerah adalah Pemermiah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah:

c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah ngkat
|1 Jawa Tengah: '

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pariwisata sebagai unsur pe-
laksana Dinas vang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat
IT: - : :

e. Unit pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pariwisata sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Pari- -
wisata vang melakukan fungsi-fungsi tertentu »anﬂ berada dz satu"
atau beberapa Daerah ngkat I1.

BAB TI
' KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2, _

(11 Dinas Pariwisata adalah un_sur.'pélaksana'Pemerimah Daerah _\'aﬁg
dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih Janjut kepada
Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Panwisata.

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang ber-
ada di bawah dan bertangeung jawab kepada Gubernur Kepala
Daerah : - - il -

-

_ Pasal 3 .
Dinas Pariwisata mempuny al tugas pokok

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah d: bldano
Kepaniwisataan berdasarkan peraturan pcrundang—undanaan vang
berlaku: . -

h. Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Gubernur Ke-
pala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelgnggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasa! 3 Per-
aturan Daerah ini. Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis. pemberian bimbingan dan pembina-
' an serta prosedure perijinan sesuai dengan kebijakan vang ditetap-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan per-

LY
A

§
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undang-undangan yang berlaku:

bh. Pelaksanaan. scsuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan
perialuran perundang-undangan vang berlaku:

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas po-
koknva sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang—undanaan vang
berlaku; : :

d. Pengurusan Tata Usaha Dinas Panwisata. g_-

—_—

BAB DI~ - =
ORGANISASI. -
Bagian Pertama .

Susunan Organisasi -- N

Pasal §

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
Kepala Dinas:

Baman Tata Usaha:

Sub Dinas Sarana Wisata:

Sub Dinas Obvek dan Kawasan Pariwisata:
Sub Dinas Pemasaran Pariwisata:

Sub Dinas Penvuluhan Wisata:

Sub Dinas Bina Program:

Cabang Dinas: '

Unit Pelaksana Teknis Dmas

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari § (lima)Sub Bagian dan masing-
masing Sub Dinas terdiri dan 3 (nga) Seksi.

(3} Bagian Tata Usaha. Sub Dmas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

e R N I N

Bagian Kedua
Kepa]a Dlnas
" Pasal 6

Repala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sehagaimana
dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. -

-

-\
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~ Bagian Kel-i_ga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyairtugas menviapkan urusan surat
menyural. menyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta me-
nyusun rancangan peraturan perundang-undangan. melaksanakan pe-
ngelolaan kepegawaian. Keuangan. perlengkapan. rumah tangga. pe-
ngumpulan data dan penyusunan laporan.

PasalB

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan
Daerah ini. Bagian Tata Usaha mempumal fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat men_vurat. kearsipan. dokumentasi,
penggandaan dan ekspedisi;” . = . s, -

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga perjalanan dmas hubungan
masyarakat dan protokol:

. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian:
Pelaksanaan pengelolaan keuangan:
Pelaksanaan penaelolaan perlengkapan dan perawatan materiil:

moooan

Penviapan rencana program ketatalaksanaan Dmas serta penyu-

sungniaporan: ™4 | [ W ST : 1

e

'Penviapan rancangan “naskah peraturan Leputusan. mstruL51 dan
menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum:
Sub Bagian Kepegawaian:
Sub Bagian Keuangan:
Sub Bagian Perlengkapan: -
Sub Bagian Efisiensi .dan Tatalaksana.

noon o

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini ma-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang ber-
ada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha.

-

—
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, Sub Bagian Umum memp pas melaksanakan urusan surat
menvurat. kearsipan. ckspedisi. dokumentasi. penggandaan. rumah
tangga. perjalanan dinas. hubungan masyarakat dan protokal. :

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempun\di tugas melaksanakan penge-
lolaan kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian }\euangan mempunv:«:u tugas melakqanakan pengelola-
an Keuangan. '

Pasal 13 -

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penge-
lolaan perlengkapan.

Pasa] 14
Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan. mengolah dan menyajikan data serta menyusun
pola ketatalakqanaan i —— — L

b. Menvusun' Iaporan Dinas Panmsata‘ ' _aHiLE

¢. Menyiapkan rancangan naskah peraturan. keputusan instruksi
dan menghimpun peraturan pemndang-undangan vang berhubung-
an dengan tugas Dinas Pariwisata.

Bagian Keempat
Sub Dinas Sarana Wisata - " ¥

Pasal 15

Sub Dinas Sarana Wisata mempun}'ai tugas melaksanakan sebagi-
an tugas pokoh Dinas Pariwisata di bidang pembinaan Sarana Wisata
berdasarkan kebijakan teknis vang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 13 Peraturan
Daerah ini. Sub Dinas Sarana Wisata mempunyai fungsi:



(1

(2)

)
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Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Losmen.
Pondok Wisata. Rumah Makan. Bar. Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum:

Pemberian bimbingan pada tenaga Pramuwisata:

" Penviapan pemberian rekomendasi dan perijinan:

Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan.organisasi per-
usahaan sejenis. profesi sejenis yvang ada hubungannva dengan
Pariwisata. )

- Pl 17 ey

Sub Dinas Sarana Wisata terdiri dari:
a. Seksi Losmen dan Rumah Makan
b Seksi Parmuwisata:. -
-Seksi Bar. Usaha Rekreasi dan H:buran Umurn

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasalh ini ma-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Dinas Sarana
Wisata.

Pasal 18
Seksi Losmen dan Rumah Malxan mempunyai tuoas ]

Melakukan pembinaan dan, pengawasan terhadap usaha Losmen.
Pondok Wisata dan Rumah Makan:

Menyiapkan pemberian ‘rekomendas dan peruman usaha AKe-
modasi dan Catering: :

Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi per-
usahaan sejenis di bidang Losmen dan Rumah Makan.

Pasal 19
Seksi Pramuwisata mempunyai tugas:
Memberikan bimbingan pada Tenaga Pramuwisata:

Menviapkan pemberian rekomendasi pada usaha Angkutan Wisata
dan Biro Perjalanan:

Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi Profes
di bidang Pramuwisara.



Pasal 20
Seksi Bar. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunvai tugas:

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bar. Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum: :

b. Menyviapkan pembenan perijinan Bar. Usaha Rekreasi dan Hibur-

an Umum. -
Bagian Kelima :
Sub Dinas Obyek dan Kawasan Pariwisata
e Pasal 21 ' .

Sub Dinas Obvek dan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas me-
laksanakan sebagian tugas pokok di bidang pembinaan Obvek Wisara.
Kawasan Pariwisata dan Aneka Wisata berdasarkan kebijakan teknis
vang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata. -

Pasal 22
Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan
Daerah ini. Sub Dinas Obyek dan Kawasan Pariwisata mempunyai
fungsi:

a. Pengumpulan. pengelolaan dan-penvajian data obvek dan kawasan
- [ i - - 1 .
Parnwisata:

b. Melakukan pembinaan dalam pengembangan. pembangunan dan
pengelolaan obvek dan kawasan Pariwisata: b

c. Melakukan usaha pelestanian obyek dan kawasan Pariwisata:

d. Menciptakan iklim vang menguntungkan bagi pertumbuhan dan
pengembangan aneka wisata:

e. Mempersiapkan pemberian ]f;éri_iinan Aneka Wisata.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Obvek dan Kawasan Pariwisata terdiri dari:
-a.  Sekst Obvek Wisata:
b. Seksi Kawasan Pariwisata: .
¢. Seksi Aneka Wisata.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I} pasal ini ma-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di

Perpustakaan Unik
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bawah dan bertanggung-jawah kepada Kepala Sub Dinas Obvek
dan Kawasan Pariwisata.

Pasal 24
Seksi Obvek Wisata mempum'ai tugas: -
Meneumpull\an data obvek mengelompokkan menurut Jemsma
Melakukan pernbmaan dalam pengembanaan pemhdngunan "dan
pengelolaan obyek wisata:

Melakukan usaha pelestanan ob}*ek wisata. : )

Seksi Kawasan Pariwisata mempunvai tugas:
: Menoumpu]kan data Kav.‘asan Pan'irisata' '

Melakuokan pembmaan dalam penoembanean pembanaunan dan

penzelolaan Kawasan Pariwisata: g

_ Melakukan usaha pelestarian kawasan Parniwisata.

Pasal 26

Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas:
Menciptakan iklim vang menguntungkan bagi pertumbuban dan
pengembangan usaha perkemahan dan penginapan remaja:
Menyusun petunjuk dalam mengadakan pembinaan kegiatan usaha
perkemahan dan penginapan remaja: )
Mempemapkan pemberian penjman untuk usaha perkemahan.
penginapan Temaja. _ -

: Bagian Keenam _
- Sub Dinas Pemasaran Pariwisata
Pasal 27

Sub Dinas Pemasaran Pariwisata mempunvai tugas melaksana-
kan sebagian tugas pokok di bidang pembinaan Mandala Wisata dan
Promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan teknic vang ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 28



Untuk menvelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 27 Perawuran

Daerah ini.. Sub Dinas Pemasaran Pariwisata mempunvai funem

d.

b.
C.
d.

1)

(2)

ot

o

/ s T Sy
< Seksi Mandala Wisata mempunyai tugas:

Mengumpulkan dan mengolah data produk Pariwisata dan daerah

pemasaran Pariwisata: = -
Melakukan pembinaan pada kegiatan Mandala Wisata:

-Melaksanakan kegiatan promosi dan bimbingan masvarakat:

Memproduksi dan mendistribusikan bahan-bahan pemasaran Pan-
wisata. :

Pa.sal 29 =

Sub Dinas Pemasaran Parm'lsata terdm dar:

a. Seksi Mandala Wisata: - - e
b. Seksi Promosi Pariwisata: o :

¢. Seksi Informasi Pemasaran Parmlsata

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pa<a| ini ma-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Scksi vang berada di

bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Dinas Pe-

masaran Pariwisata.

Pasal 30

Melakukan pembinaan terhadap Mandala Wisata:’

MenyviapKan dan melaksanakan kegiatan' bimbingan masyvarakat
ke arah sadar wisata:

Memproduksi dan mendistribusikan bahan-bahan Mandala Wisata.

Pasal 31
Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas:
Mclaksanakan promosi pariwisata;

Memproduksi- dan mendlstnbuszkan bahan-bahan promosi pari-
wisata.

Pasal 32
Scksi Informasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:

Mcengumpulhan data produk wisata:

Perpustakaan Unik



b. Mengadakan pengukuran keinginan. sikap dan tingkah laku kejom-
pok pemasaran.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Penyuluhan Wisata

Pasal 33

Sub Dinas -Penvuluhan™ Wisata mempunyai thga.s‘ melakukan pe-
nvuluhan. pendidikan dan latihan tenaga kerja Pariwisata dan mem-
berikan penyvuluhan terhadap Lembaga Pendidikan Pariwisata.

Pasal 34 o

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan
Daerah ini. Sub Dinas Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendid'ikan dan latihan
wisata; e '
b. - Mengadakan ‘koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Pen-

didikan Pariwisata:

¢. Melaksanakan penertiban majalah dan bulletin pariwisata,

Pasal 35

(1) Sub Dinas Penvuluhan Wisata terdiri dari:
a. Sekst Pendidikan dan Latihan Wisata:
b. Seksi Tata Penyuluhan Wisata:
c. Seksi Sarana Penyuluhan Wisata.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam avat (1} pasal ini ma-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepa.a Sub Dinas Penyu-
luhan Wisata.

Pasal 36
Seksi Pendidikan dan Latihan Wisara mempuniai tugas:
a. Menyusun program pendidikan'dan latihan wisata:

b. Menyiapkan dan menvelenggarakan pendidikan dan latihan wisata.

Pasal 37

Seksi Tata Penvuluhan Wisata mempunyai tugas:

(A
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4. Memusun, mengembangkan., menrilai dan menvempurmakan me-
thode penvuiuhan wisata:

b,  Menpadakan Reordinast dan -kcrjzl sara serta memberikan penvu-
juhan pada Lembaga Pendidikan Pariwisata, '
Pasal 38
Scksi Sarana Pen\uluhan Wmata mempunyai tugas:
. Mcmmpkan dan menvebarkan bahan-bahan pen\uluhan \\mata
h. Menvusun dan mendlqmbusman majalah- dan bulletin panquta
Bagian -Kedelapan ~ _
Sub Dinas Bina Program : .
Pasal 39

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pokak Dinas Panwisata di bidang penyvusunan rencana dan pro-
cram kerja. melakukan penelitian dan pengembangan. pengendalian
dan evaluasi sesuar kebijukan vang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pariwisara.

Pasal 40

Untuk rﬁen}elenggarakan tugas tersebut dalam pasal 39 Peraturan
Daerah ini. Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi:
Menyusuh rencana dan program kerja dinas:
Meng_adakan pengendalian dan evaluasi:
Melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata:

a n oo

Mengumpulkan. mengolah dan menyajikan data statistik.

Pasal 41

{1} Sub Dinas Bina Program terdin dari:
a. Sekst Perencanaan: e
b.  Seks Pengendalian dan Evaluasi:
¢. Seksl Penelman dan Pengembangan

(21 Seksi-sekst <eb.wa:mana dlmakeud dalam avat-t]) pasal ini ma-
singmasing dxplmpm oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
buwah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina

Procrans
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Pasal 42

Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan pro-
gram Kerja pengembangan dinas beserta anggarannya.

Pasal 43
Seksi Péngendalién dan Evaluasi mempunyai tugas:

a. Mengadakan pengendalian terhadap semua pelaksanaan program
kerja dinas agar berdava-guna dan berhasil-guna:

b. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dinas.
Pasal 44
Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunvai tugas:
a. Mengumpulkan. mengolah dan menyajikan data statistik:
b. Menyusun rencana pengembangan pariwisata daerah,
Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 45

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas
dan unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan pe-
doman Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
TATA—-KERJA

: Pasai 46

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnyva berdasar-
kan kebijaksanaan vang.ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan rugasnva Kepala Dinas Pariwisata. Kepale
Bagian dan para Kepala Sub Dinas wajib menerapkan prinsip koor-
dinasi. integrasi dan sinkronisasi sccara vertikal dan, horizontal baik
di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi
dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan- Instansi lain se-
suai dengan tugas pokok masing-masing. .

\
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Pasal! 48

{11 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalal
wisata bertanggung-jawith memimpin da
an masing-masing dan memberikan bimb
pelaksanaan tugas bawalunnya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi waji
tuhi petunjuk-petinjuk dan bertanggurn
masing-masing dan menyvampaikan lapor:

(3) Setiap laporan vang diterima Pimpinan
bawahan wajib diolah dan dipergunakan s

an laporan lebih Ianjut dun untuk membel
kepada bawahanava. F

Pasal 49

Para Kepala Sub Dinasx pada Dinas Par
laporan kepada Kepala Dinax dan Kepala Bagi
sun laporan berkala Dinas Puriwisata.

Pasal 50

Dulam menyampaikan liporan masing-mas
tembusan laporan disampaikan pula kepada saiu
secara fungsional mempunvyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya. setiap Pimpi )
dibantu oleh Pimpinan Satuan Qrganisasi bawalhi
ka pemberian bimbingan kcepada bawahan mat
kan rapat berkala. |

Pasal 52
Bagan Susunan Oregan:vaxi Dinas Pariwisa
cantum dalam lampiran Peras:iiran Daerah ini me
udak terpisahkan dari Perate-an Daerah ini.

"BAB ¥ '
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

-
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Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di-
atur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang ber-
laku.

Pasal 54

{1) Kepala Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Guber-
-nur Kepala Daerah:

(2 ) ‘Kepala Bagian. Sub Dinas. Sub: Baman dan Kepah Seksi diangkat
" dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Ke-
pala Dinas.

Pasal 55

Hal hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya. pengaturannya diserahkan kepada Guber-
nur Kepala Daerah. . .

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Dinas Pariwisata. vang dibentuk sebelum berlakunya Peraturun
Daerah ini dinvatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
~ PENUTUP

Pasal 57

\  Dengan berlakuma Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan
>en.mdangan vang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinvata-
an tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tansgal diundangkan.

Semarang. 4 Juni 1981

'wan Perwakifan Rakvat Daerah Gubernur Kepala Daerah
- Propinsi Daerah Tingkat 1 Tingkat I Jawa Tengab
Jawa Tengah
Wakil Ketua :
Cap d. Cap 1d.

J. MOELYONO SOEPARDIO



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Kepuiusannya tanggal 7 Nopember 1981 No. 061-133-768

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap 1d.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
No. 104 tanggal | Desember Tahun 1981 Seri D Nomor X

1

Sekretaris Wila}'ah!Daerah- Tingkat |
Jawa Tengah '

cap tid
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PENJELASAN
ATAS .
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT !
JAWA TENGAR
NOMOR 16 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGI\AT I
JAWA TENGAH

I. PENJ ELASAN UMUM:-

Berdasarkan lnstrukql Presiden Reputh Indnneqm tanggal
-6 Agustus 1969 Nomor. 9 Tahun 1969. Pemerintah Daerah Propinai
Jawa Tengah diserahi tugas unfuk membina dan mengembang-
kan kepariwisataan di Jawa Tengah maka berdasarkan Surat Ke-
putusan Gubernur Kepada Daerah Propinsi Jamx Tengah 1angoul

15 April 1973 Nomor Hukum G. M3 jelah dibentuk  Dinas
36/2id

Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-
hun 1979 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah di-
serahi wewenang. tugas dan tanggung-jawab mengenai urusan-
urusan:

I. Obvek Wisata. sepanjang menurut peraturan perundang-
undangan vang berlaku atau akan berlaku menjadi urusan
Pemerintah Pusat: '

Urusan Pramumqata

Urusan Losmen:

Urusan Penginapan Remaja:

Urusan Pondok Wisata:

Urusan Perkemahan:

Urusan Rumah Makan:

Urusan Bar: ] _

Urusan Mandala Wisata:

. Urusan Usaha Kawasan Parwisata:

Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum:

Urusan Promosi Pariwisata Daeruh.
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Sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah tersebut ber-

"dasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomoy O8/PAR— X1/80-81 téntang
kesedinan menerima penverahan sebagian’ urusan Pemerintahan
dalam bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah telah diserahkan secara nyvata di hadapan
Sidang Paripurna Istimewa DPRD .Propinsi Daerabh Tingkat |

Jawa Tengah pada tanggal I¥ Desember 1980.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan
penvelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya-
cuna dan berhasil-guna. khususnya vang menvangkut bidang ke-
pariwisataan Jawa Tengah. maka perlu meninjau dan .menetap-
kan kambali Susunuan Organisasi dan Tata-kerja Dinas.Pariwisata
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. ) '

Untuk maksud tersebut di dfas maka sesuai dengan pasal 49
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Da-
lam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Surat Keputusan Bersama
Nenteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor :

KM, 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979, dipandang
perlu menctapkan Susunan Organisasi dan Tata’ Kerja Dinas Pari-
wisata Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dengan Peraturun

Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1s/d4 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Susunan Organisasi ini adalah suatu pencermin-
an dari sebagian urusan-urusan yang diserahkan
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan da-
lam rangka Owénomi Daerah serta dalam usaha
pengembangan tugas-tugas Dipas vang berdayu-
vuna dan herhasil-puna.

Pasal 6 . Cukup jelas.

Pasal 7 . : Pengelolaan dalam arti penyelenggaraan secard
administratip.
Ketztalaksanaan adalah usaha umtuk mengem-
bangkan sistim. methode dan prosedur kerja
untuk mencapai effisiensi.

Perpustakaan Unik



Pasal 8 s/d Itk
Pasal 11
“Pasal 12
PaSal_13
Pasal |4
Pasal 13

Pasal 16 s/d 23:

Pasal 24

Pasal 35_ s/d 14:

Pasal 45

Puasal 46 s/d 38:

Cukup jelas.

Kepegawaian meliputi perencanaan kebutu
pegawai, pengadaan. pengangkatan. Kkenai

pangkat, kenaikan gaji berkala. mutasi. pem’

hentian. - pengembangan.. karier, kesejahter
pegawai dan peningkatan ketrampilan pega

Keuangan meliputi penvusunan anggaran be

routine. pendapatan. pembukuan dan pert
gung-jawaban keuangan L

Perlengkapan -meliputi perencanaan kebutu

- barang. pengadaan. penvimpanan dan pemel.
. raan. pengeluaran dan penghapusan barang

ventars.
Cukup jelas.

Yang dimaksud denf'zm sarana wisata mehp
— Losmen:

~ Pondok Wisata:

— Pramuwisata:

—~ Bar:’

~ Rumah Makan:

153 _Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Cukup jelas'._ - -
Cukup jelas. '
Cukup jelas.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam !
geri Nomor 363 Tahun 1977 (pasal 8) di m:

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Di.
-dapat dibentuk di satu atau beberapa Dae

Tingkat II.
Cukup jelas.

A
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POLA ORGANISASI PEMERINTAH

2. No. 132/1978 - DIREKTORAT AGRARIA
3. Ne. 134/1978 - DIREKTORAT SOSPOL
4, No. 135/1978 - DIREKTORAT BANGDES

Jo. UUNo. 13 /62

DEPARTEMEN-
DEPARTEMEN U%E DAN §>M~>H..H
{ Pasal 90 UU No, 5/ 1974 jo. Keputusan Mendagri No. 362 / 1977
GUBERNUR
BPDTK.1 = —— o ——— ——emubRIK - ———==————====| o
SK.MDN.No 171976 UU. No. 5/ 1974 UU, No. 571974
m
[ e |
_ 1))
[ . g
INS. VERTIKAL ITWIL PROE BKPMD BP-7 PEMBANTU SETWILDA BAPPEDATK 1
DEPT & NON DEPT KEPRES 1017% QUBERNUR TK 1
. KEPRES 26 /80 SK. MDN. 239 / 80 KEPRES 27/ 80
rmnmmwmm_ m.__.._wm._n_e_o__ SK-MDN.212/79 SK_MDN 167780 SK. MDN. 163 /81 SK.MDN. 131/72 SK MDN.240/80 || SK.MDN 185/80
1 I
| _ SET. DPRD. TK I
_ —— R —————
_ SK. MDN. 240/ 80
KETERANGAN : “
GARIS STAFF |
GARIS KOMANDO |
GARIS KOORDINASI UNIT PELAKSANA DINAS - DINAS UNIT PELAKSANA BADAN-BADAN
mmmema- GARIS HUBUNGAN FUNGSIONAL [ DAERAH DAERAH DAERAH usalia MILIK
_ DAERAN
SK MDN %) _ SK. MDN.363 /77
LNo, 1/977 - MAWIL HANSIP _ .} s WU No. 5/62
I

_ BUPATI / WALIKOTA _




Perpustakaan Unik

- Lampiran : Peraturan Dazrah Propinsi
KEPALA DINAS Daevah Tingkat [ Jawa Tengah
PARIWISATA Nomor : 16 Tehun 1981
Tanggal  : 4 Juni 19981
BAGIAN
BAGAN TATA USAHA
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
PROPINSI DAERAII TINGKAT [ JAWA TENGAH
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN EFISIENS! &
UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN | | pama 1 AkSANA
SUB DINAS SUB DI
SUB DINAS U1 Ui 3 SUB DINAS SUB DINAS
SARANA WISATA OBYEK DAN KAWASAN PEMASARAN
PARIWISATA PARIWISATA PENYULUHAN WISATA BINA PROGRAM
SEKSI . , SEKSI
- SEKSI SEKSI SEKSI
LOSMEN & — " — | +— PENDIDIKAN & —
RUMAH MAKAN OBYEK WISATA MANDALA WISATA b PERENCANAAN
SEKSI SEKS] SEKSI SEKSI SEKSI
| PRAMUWISATA ] KAWASAN 3 PROMOSI ~——— TATAPENYULUHAN | 1 PENGENDALIAN
- _ PARIWISATA, PARIWISATA WISATA & EVALUASI
SEKSI : .
L , SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
:macw ﬂwg_ “—|  ANEKA WISATA — INFORMASIPEMA- | b—! sARANAPENYU- | —| PENELITIAN&
- SARAN PARIWISATA LUHAN WISATA PENGEMBANGAN

c_.,_.c_
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ji. Pemuda 127°- 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Perpustakaan Unik
SEMARANG 50132

SURAT RE_KOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : R/ 1767/P/IV/1996 ‘
) . .
L DASAR : Surat Gubemur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIII/72. L

I. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah

tgh, ... 10.April. 1996 no. 070/ .. 2414/IY /1996
2 Suratdari ... Dekan FH Unika Soegijopranoto
Igl. 29..Febr...1996 nomor : ....B+2:02/992/UKS..05/I1/96

lll. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah { BAPPEDA TINGKAT | ), bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah., menyatakan TIDAK KEBERATAN atas
pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah yang
dilaksanakan oleh : :

1. Nama " . Aristanti Tri Nugraheni .

2. Pekerjaan : Mahasiswa '

3. Alamat : Krakatau VI/24 Semarang.

4. Penanggungjawab  : Henricus , SH MH.

5. Maksud tujuan ! Untuk skripsi tentang :

research/survey "PENGARUH PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAERAH

TEREADAP PENGELOLAAN OBY=K WISATA DI PROPINSI JAWA
JAWA TENGAH )

6. Lokasi " "Kodia Semarang., Magelang,

dengan ketentuan-hetentuan sebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan lertentu yang dapat
mengganggu keslabilan Pemerinlah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih da-
hulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

. ¢ Setelah research / survey selesai. supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA
TINGKAT 1 Jawa Tengah. i

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari ;
' 10 April s/d 9 Juli 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG
Padatanggal : 10 April 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
—— JAWA TENGAH

P 3o

MBREPEDA TINGKAT |

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jatenag.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati | Jateng.

4. Bupati/Waliketamadya KDHTK. 1l ... f /
Semarane. lagelang _ dvgfonudhi )

5. Arsip.
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Semarang, Mei 1996

No.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata
JI. Pawiyataan Luhur 1V No. 1
Semarang

Hal : Pemberitahuan Survey & Pencatatan Data

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampailan bahwa Mahasiswi

Nama : ARISTANTI TRI NUGRAHENI
NIM s 9120792
Fakultas : Hukum

telah mengadakan survey & pencatatan data di Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I

Jawa Tengah pada :
Hari s Jum'at
Tanggal @ 17 Mei 1996

di Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Demikian harap menjadikan periksa hendaknya.

USAHA . QiR st sl
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Semarang, Mei 1996

No.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata
JI. Pawiyataan Luhur IV No. 1
Semarang

Hal : Pemberitahuan Survey & Pencatatan Data

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi

Nama . ARISTANTI TRI NUGRAHENI
NIM % WIi..20. 792
Fakultas @  Hukum

telah mengadakan survey & pencatatan data di Obyek Wisata Candi Borobudur
pada :

Hari ;. Kamis
Tanggal : 16 Mei 1996
di Kantor Obyek Wisata Candi Borobudur

Demikian harap menjadikan periksa hendalmya.

» "Hormat kami
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No Sermarang, 28 April 1996

Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegiyapranata
JI. Pawiyatan Luhur IV No. )
Semarang. '

Hal : Pemberitahuan Survey dan Pencatatan Data

D'engon hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:
Nama : Arnstanti T Nugraheni
NI M : 91.20.792
Fakultas : Hukum

telah mengadakan survey dan pencatatan data di Puri Maerokoco pada

Hari : Minggu
Tanggal : 28 April 1996

di kanfor PT. PRPP

Demikian harap menjadikan periksa hendaknya.

Devisi Operasional
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